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CASCADING DP3AKB TAHUN 2024

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatnya Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan

IPG

Terwujudnya Solidaritan Sosial
Masyarakat

Indeks Solidaritas Sosial

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan

IPG (Indeks Pembangunan Gender )

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2 Program Peningkatan Kualitas
Keluarga

1 Program Pengarus Utamaan
Gender dan Pemberdayaan
Perempuan

® Persentase partisipasi 48% ® Persentase partisipasi
perempuan dalam lembaga perempuan dalam dunia usaha
pemerintahan

e Persentase Partisipasi 3.33%
Perempuan dalam Lembaga
Legislatif

Gender (PUG) pada Lembaga

Pemerintah Kewenangan dan Hak Anak Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
e Persentase Perangkat Daerah 100% e Persentase Perangkat Daerah
yang melaksanakan PPRG yang mendapatkan Advokasi dan
Pendampingan keluarga untuk
mewujudkan kesetaraan gender
(KG) dan Perlindungan Anak
® Persentase Anggaran responsif 25% e Persentase Organisasi
gender (ARG) Perempuan yang mendapat
fasilitasi mengembangan
kegiatan masyarakat
1 Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Pengembangan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan PUG Kewenangan

Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil
Pengembangan Kegiatan
Masyarakat untuk Peningkatan
Kualitas Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasill
Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan Kebijakan
Pengarustamaan Gender (PUG)
Kewenangan Kabupaten/Kota

2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Jumlah Perangkat Daerah yang
Mendapat Advokasi Kebijakan
dan Pendampingan Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender (PUG)
Termasuk Perencaan
Pembangunan Responsif Gender
(PPRG) Kewenangan
Kabupaten/Kota

2 Pemberdayaan Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/Kota

e Persentase Organisasi 100%
Kemasyarakatan yang
mendapatkan fasilitasi
pemberdayaan perempuan
bidang politik, hukum , sosial dan
ekonomi

1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi

Perempuan di Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi

Cascading DP3AKB 2024

® Persentase kasus kekerasan 100%

Pelembagaan Pengarusutamaan 1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam 1
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)

untuk Peningkatan Kualitas Keluarga

3 Program Perlindungan Perempuan 4 Program Pengelolaan Sistem Data 5 Program Pemenuhan Hak Anak

Gender dan Anak

terhadap perempuan yang yang berjejaring data gender dan
mendapatkan pendampingan anak

dari Lembaga Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan

Pencegahan Kekerasan terhadap 1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis
Perempuan Lingkup Daerah dan Penyajian Data Gender dan Anak
Kabupaten/Kota Dalam Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Kabupaten/kota
Jumlah Stakeholder yang 6 e Persentase Perangkat Daerah 100%
berpatisipati dalam pencegahan  Stakeh dan Lembaga Masyarakat yang
kekerasan dalam perempuan older melaksanakan Pengumpulan,
Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender dan Anak
Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Penyediaan Data Gender dan Anak di 1

Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Data Gender

dan Anak Kabupaten/Kota yang
Tersedia

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Program
dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan Terhadap Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Persentase Perangkat Daerah 100%

Terwujudnya Kota Layak Anak

Kategori Kota Layak Anak

Terwujudnya Kota Layak Anak

Kategori Kota Layak Anak

(PHA)

Persentase Perangkat Daerah, 80% e Persentase penanganan kasus
Lembaga Masyarakat, Dunia kekerasan terhadap anak
Usaha dan Media Massa yang

berkontribusi dalam upaya

Pemenuhan Hak Anak

Persentase Forum Anak yang 100%
aktif

Pelembagaan PHA pada Lembaga
Pemerintah, Nonpemerintah, dan
Dunia Usaha Kewenangan

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Persentase Organisasi 100% e Persentase jenis layanan yang
Pemerintah dan Non Pemerintah tersedia

yang berkontribusi dalam upaya

Pemenuhan Hak Anak

Advokasi Kebijakan dan 1 Penyediaan Layanan Pengaduan

Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
pada Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota

Masyarakat bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Organisasi Pemerintah,
Non Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha yang Mendapat
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan Hak
Anak pada Organisasi
Pemerintah, Non Pemerintah,
Media dan Dunia Usaha

Jumlah AMPK yang mendapatkan
layanan pengaduan

Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

Persentase Lembaga /Jejaring 100%
yang mendorong penguatan dan
pengembangan lembaga

penyedia layanan peningkatan

kualitas hidup anak

Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Pemenuhan
Hak Anak bagi Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Komunikasi
Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemenuhan Hak Anak bagi
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 Penyediaan Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah

66.67%

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Kesehatan

Indeks Kesehatan

Terkendalinya jumlah penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB

Angka Kelahiran Total (TFR/Total Fertility Rate)

6 Program Perlindungan Khusus Anak 7 Program Pengendalian Penduduk

e Persentase penurunan jumlah 3.5%

penduduk akibat pertambahan
kelahiran

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi dengan
Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dalam rangka
Pengendalian Kuantitas Penduduk
Persentase Jumlah kebijakan 13.33%
yang disinkronkan

Pelaksanaan Rapat Pengendalian
Program KKBPK

Jumlah Laporan Rapat
Pengendalian Program Bangga
Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)

Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Penduduk Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Cakupan Dokumen 33.33%

Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk

Pencatatan dan Pengumpulan Data
Keluarga

Jumlah Laporan Pencatatan dan
Pengumpulan Data Keluarga

Pengolahan dan Pelaporan Data
Pengendalian Lapangan dan Pelayanan
KB

8 Program Pembinaan Keluarga 9

2

Berencana (KB)

Terwujudnya Solidaritan Sosial
Masyarakat

Indeks Solidaritas Sosial

Meningkatnya Keluarga Sejahtera

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Program Pemberdayaan dan
Peningkatan Keluarga Sejahtera
(KS)

Persentase Unmetneed 7.75% e Persentase keikutsertaan 15.5%

Median Usia Kawin Pertama 23
Perempuan Tahun

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, 1
Informasi dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk dan KB

sesuai Kearifan Budaya Lokal

Persentase Sasaran KIE yang 66% o
mendapatkan pesan Program KB

Pengendalian Program KKBPK 1

Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian ProgramJumlah
Laporan Hasil Pengendalian
Program KKBPK

Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE 2
Program Bangga Kencana

Jumlah Unit Sarana Penyediaan
dan Pendistribusian KIE Program
Bangga Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)

Pengelolaan Operasional dan Sarana 3
di Balai Penyuluhan Bangga Kencana

Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Operasional dan
Sarana di Balai Penyuluhan
Bangga Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)

Pelaksanaan Mekanisme Operasional 2
Program Bangga Kencana melalui

Rapat Koordinasi Kecamatan
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini Lokakarya
(Minilok)

keluarga dalam kelompok
kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS

dan PIK-R/M)

Persentase masyarakat yang 28%
mendapat pelayanan dari Mitra

Kerja

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Persentase Kader Ketahanan dan 61%
Kesejahteraan Keluarga (BKB,

BKR, BKL, UPPKS, dan PIK-R/M)

yang mendapatkan peningkatan

kapasitas

Promosi dan Sosialisasi Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R
dan Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor (UPPKA))

Jumlah Laporan Hasil Promosi
dan Sosialisasi Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA)

Jumlah Unit Sarana Kelompok

Kegiatan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga (BKB,

BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan

Keluarga Akseptor (UPPKA) yang

tersedia

Orientasi dan Pelatihan Teknis
Pengelola Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,
PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Jumlah Laporan Hasil Orientasi
dan Pelatihan Teknis Pengelola
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,
PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKA)

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran
Serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
dalam Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
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Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi
Peningkatan Partisipasi
Perempuan di Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kewenangan Kabupaten/Kota

Cascading DP3AKB 2024

Jumlah Dokumen Hasil
Penguatan Jejaring Antar
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Pengolahan
dan Pelaporan Data
Pengendalian Lapangan dan
Pelayanan KB

Jumlah Laporan Mekanisme * Persentase Mitra Kerja Program 60%

Operasional Program Bangga Ketahanan dan Kesejahteraan
Kencana (Pembangunan Keluarga yang mendapatkan
Keluarga, Kependudukan, dan peningkatan kapasitas

Keluarga Berencana) Melalui
Rapat Koordinasi Kecamatan
(Rakorcam), Rapat Koordinasi
Desa (Rakordes), dan Mini

Lokakarya (Minilok)

5 Promosi dan KIE Program Bangga 1 Pendayagunaan Mitra Kerja dan
Kencana Melalui Media Massa Cetak Organisasi Kemasyarakatan dalam
dan Elektronik serta Media Luar Penggerakan Operasional Pembinaan
Ruang Program Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Jumlah Dokumen Promosi dan Jumlah Laporan Pendayagunaan
KIE Program Bangga Kencana Mitra Kerja dan Organisasi
(Pembangunan Keluarga, Kemasyarakatan dalam
Kependudukan, dan Keluarga Penggerakan Operasional
Berencana) Melalui Media Pembinaan Program Ketahanan
Massa Cetak dan Elektronik serta dan Kesejahteraan Keluarga
Media Luar Ruang (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

6 Advokasi Program Bangga kencana 2 Pemantauan Data dan Informasi
oleh pokja advokasi kepada Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk
Stakeholders dan Mitra Kerja remaja Calon Pengantin/Calon PUS, lbu
Hamil, Pasca salin/kelahiran,
Baduta/Balita)

Jumlah Organisasi yang Cakupan Pemantauan Data
Mendapatkan Advokasi Program dan Informasi Keluarga
Bangga Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja

Berisiko Stunting (Termasuk
remaja Calon Pengantin/Calon
PUS, Ibu Hamil, Pasca
salin/kelahiran,
Baduta/Balita)

2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh 3 Pendampingan Keluarga Berisiko
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Stunting (Termasuk remaja Calon
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca
salin/kelahiran, Baduta/Balita)

® Persentase Tenaga Penyuluh 39.2% Jumlah Keluarga Berisiko
KB/Petugas Lapangan KB Stunting (Termasuk remaja Calon
(PKB/PLKB) yang mendapatkan Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,
pengembangan kapasitas Pasca salin/kelahiran,

Baduta/Balita) yang mendapat
pendampingan

1 Penggerakan Kader Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP)

Jumlah Kader yang Mengikuti
Penggerakan Kader Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP)

3 Pengendalian dan Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di
Daerah Kabupaten/Kota

® Persentase Faskes dan Peserta 100%
KB Baru yang mendapatkan
Pelayanan KB

1 Pengendalian Pendistribusian Alat
dan Obat Kontrasepsi dan Sarana
Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas
Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
Jumlah Laporan Pengendalian
Pendistribusian Alat dan Obat
Kontrasepsi dan Sarana
Penunjang Pelayanan KB ke
Fasilitas Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya

2 Peningkatan Kesertaan Penggunaan
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKIJP)

Jumlah Orang yang Mengikuti
Kesertaan Penggunaan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)
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3 Pembinaan Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi
di Fasilitas Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Pelayanan Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya

4 Pemberdayaan dan Peningkatan
Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
Ber-KB

® Persentase Organisasi 60%
kemasyarakatan yang
mendukung Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

1 Pelaksanaan dan Pengelolaan
Program Bangga Kencana di Kampung
Keluarga Berkualitas

Jumlah Kampung Keluarga
Berkualitas yang mengikuti
Pelaksanaan dan Pengelolaan
Program Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana)
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